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PENUTUP

A. Kesmpulan
Dari pembahasan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1) Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI adalah
dengan tindakan hukum dan pembinaan. Tindakan hukum berarti anggota
POLRI tersebut menjalani pemeriksaan di peradilan umum dan atau di
peradilan profesi. Sedangkan pembinaan berarti apabila anggota POLRI
yang melanggar tersebut tidak mengalami pemecatan dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia maka setelah dia selesai/ sedang menjalani
masa hukumannya, dia tetap mendapat pengawasan dari internal
kepolisian selama masa yang telah ditentukan.

2) Hambatan yang sering dialami dalam penanggulangan tindak pidana yang
dilakukan anggota POLRI, yaitu:

a) Ketidaktahuan sebagian masyarakat bagaimana seharusnya melaporkan
tindak pidana yang dilakukan oleh POLRI.

b) Kurangnya alat bukti.

¢) Terdakwa yang tidak bersikap kooperatif.

d) Sistem pengawasan internal yang kurang/tidak efektif.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-
saran sebagal berikut:
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1) Peningkatan kualitas pendidikan/pelatihan di lingkungan POLRI untuk
memaksimalkan kinerja dan profesionalitas anggotanya sehingga
meminimalisir pelanggaran dan kesalahan kerja di lapangan.

2) Diadakan penyuluhan kepada masyarakat agar mengerti proses penegakan
hukum pidana khususnya terhadap anggota POLRI.

3) Adanya komunikasi yang baik antar anggota Kepolisian khususnya antara
atasan dan bawahan akan berpengaruh positif pada proses pembinaan
yang diharapkan akan termotivasi meningkatkan kinerja dan prestasinya.

4) Adanya kerjasama yang berkesinambungan antara POLRI dan lembaga
swadaya masyarakat yang khusus menangani POLRI untuk membenahi
kekurangan-kekurangan yang selama ini  dianggap meresahkan

masyarakat.
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